MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/M-DAG/PER/2/2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL

Menimbang

PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.a.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka mendukung peningkatan daya
saing dan ekspor produk pertambangan hasil
pengolahan yang dikenakan bea keluar,
perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2014 tentang
Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas
Produk  Pertambangan Hasil Pengolahan  Yang
Dikenakan Bea Keluar;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
06/M-DAG/PER/1/2014 tentang Tata Cara
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk
Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan

Bea Keluar;



Mengingat

: 1.

-2-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2008 tentang
Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4886);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014 - 2019;



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan;

Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang
Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja
Periode Tahun 2014 - 2019;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum
di Bidang Ekspor;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor
Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Peraturan  Menteri Keuangan = Nomor
136/PMK.010/2015;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai
Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan
Pemurnian Mineral di Dalam Negeri sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
06/M-DAG/PER/1/2014 tentang Tata Cara
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk
Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea

Keluar;



Menetapkan
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16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
119/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor
Produk  Pertambangan Hasil Pengolahan dan

Pemurnian;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2014 TENTANG TATA CARA
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK
PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN
BEA KELUAR.

Pasal I
Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2014 tentang Tata
Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk
Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea

Keluar diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 5
(1) HPE atas produk  pertambangan  hasil
pengolahan  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), ditetapkan setelah
berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga
pemerintah non kementerian/kepala badan
teknis terkait.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh unsur

Kementerian Perdagangan bersama
kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian/badan teknis terkait yang

tergabung dalam Tim Penetapan HPE.



-5-

(3) Tim Penetapan HPE sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibentuk oleh Menteri.

(4) Menteri memberikan mandat pembentukan Tim
Penetapan HPE sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) kepada Direktur Jenderal.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 6

(1) HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) diusulkan oleh Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral atau pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada Menteri
melalui Ketua Tim Penetapan HPE paling
lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal
berakhirnya masa berlaku HPE.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibahas oleh Tim Penetapan HPE.

(4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Tim Penetapan HPE
mengusulkan penetapan HPE kepada Menteri.

(5) Menteri memberikan mandat penetapan HPE
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada

Direktur Jenderal.

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
06/M-DAG/PER/1/2014 tentang Tata Cara
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk
Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea
Keluar diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Februari 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
ekretariat Jenderal




LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/M-DAG/PER/2/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
06/M-DAG/PER/1/2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA
PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

NO. URAIAN BARANG POS TARIF/HS

1. | Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar| ex2601.11.00.00

> 62 % Fe dan < 1 % TiO2 ex 2601.12.00.00

2. | Konsentrat besi laterit (Gutit/laterit) dengan kadar| ex 2601.11.00.00

0, 1 0,
> 51% Fe dan kadar (Al1203+Si02) = 10% ex 2601.12.00.00

3. | Konsentrat pasir besi (Lamela magnetit-ilmenit) dengan | ex 2601.11.00.00

0 9] 1 0
kadar = 58% Fe dan 1% < TiO2 < 25% ex 2601.12.00.00

4. | Pellet konsentrat pasir besi (Lamela magnetit-ilmenit) | ex 2601.11.00.00

0 0 1 [¢]
dengan kadar = 56% Fe dan 1% < TiO2 < 25% ex 2601.12.00.00

5. | Konsentrat mangan dengan kadar = 49% Mn ex 2602.00.00.00
6. | Konsentrat tembaga dengan kadar = 15% Cu ex 2603.00.00.00
7. | Konsentrat timbal dengan kadar = 57% Pb ex 2607.00.00.00
8. | Konsentrat seng dengan kadar 2 52% Zn ex 2608.00.00.00
9. | Konsentrat ilmenite dengan kadar = 50% TiO2 ex 2614.00.10.00

10. | Konsentrat titanium lainnya dengan kadar = 90% TiO2 ex 2614.00.90.00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
- Sekretariat Jenderal




